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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional
maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang
digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Ke
budayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.
b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab
(A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

I = Tidak dilambangkan o= = dI

< =D L =th

& o=t L = dh

& o= ts ¢ = ‘(koma mengahadap ke atas)
c =] ¢ =¢gh

c =h = = f

& = kh S =9

xii
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J =T e = m
) =z O =n
o =S s = W
ot =8y &€= jh
u== sh ¢ =y

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

di atas (), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambang “g”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = a misalnya J&  menjadi gala
Vokal (i) panjang = [ misalnya Ja menjadi gila
Vokal (u) panjang = a misalnya O3 menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) s misalnya Js$  menjadi gawlun

Diftong (ay) - misalnya o5 menjadi khayrun
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D. Ta’ marbithah (3)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila ta’ marbGthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan meng gunakan “h” misalnya 4w )l 4.0l menjadi
alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya (84

4 menjadi fi rahmatillah.
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh

berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Per hatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
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salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,

namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari
bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan,
untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan

bukan ditulis dengan ““shalat.”
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ABSTRAK

Sri Ana Wahyuni, NIM 16220054, 2020. Praktek Jual Beli Handphone Bekas Di
Sosial media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Figh
Muamalah (Studi di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep). SKripsi.
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Moh.
Toriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci: Jual beli, Hp bekas, Sosial media facebook

Perkembangan trend perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun
salah satunya yakni penggunaan internet sebagai media perdagangan. Tak bisa
dipungkiri bahwa banyak manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun
konsumen saat melaksanakan transaksi melalui internet atau seringkali disebut
juga sebagai jualbeli online. Namun, banyak juga permasalahan yang timbul di
masyarakat, seperti adanya penipuan saat proses terjadinya transaksi.. Dalam hal
ini permasalahan di grup jual beli Hp Second tidak diketahui oleh pembeli dalam
hal kecacatan si barang tersebut. Tidak sedikit dari beberapa penjual yang ada di
grup tersebut sering menyembuyikan kecacatan dari Hp yang mereka jual,
terkadangt ada sebagian dari mereka yang juga tidak datang saat berjanji untuk
melakukan transaksi jual beli dengan sistem Cash On Delivery (COD) baik
pembeli maupun penjualnya, juga ada salah satu konsumen yang mengeluh karena
telah merasa ditipu oleh salah satu penjual karena barang yang dikirim ternyata
tidak sesuai dengan handphone yang dipesan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli Hp second di
sosial media facebook perspektif uu perlindungan konsumen dan figh muamalah
di grup jual beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya).

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris.
Penelitian ini disebut penelitian lapangan atau field research. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan purposive sampling
sebagai metode pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli handphone bekas
di grup grup jual beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya) belum
memenuhi peraturan yang tertera dalam uu nomer 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen karena ada beberapa hak-hak konsumen yang belum
terpenuhi dan juga tidak memenuhi kewajiban seorang pelau usaha sebagaimana
yang tertera dalam uu perlindungan konsumen. Penelitian ini juga tidak memenubhi
syarat dan rukun jual beli karena mengandung unsur ghoror dan tidak memebiri
hak khiyar pada pembeli.

XiX



ABSTRACT

Sri Ana Wahyuni, NIM 16220054, 2020 The Practice of Buying and Selling
Handphone Second on Social Media Facebook Perspective Consumer
Protection Law and Figh Muamalah (Study in the di Grup Jual Beli Hp
Second Sumenep). Thesis. Sharia Economic Law Department, Sharia
Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Advisor Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Keywords: Buying and Selling, Handphone Second, Social Media Facebook

The development of trade trends continues to increase from year to year,
one of which is the use of the internet as a trading medium. It is undeniable that
many benefits are obtained by companies and consumers when carrying out
transactions via the internet or often referred to as selling online. However, there
are also many problems that arise in the community, such as fraud during the
transaction process. In this case the problem in the buying and selling group
Second Cell is not known by the buyer in terms of disability of the item. Not a
few of the few sellers in the group often hide disabilities from the cellphone they
sell, sometimes there are some of them who also do not come when they promise
to make a sale and purchase transaction using the Cash On Delivery (COD)
system, both buyers and sellers, there are also one of the consumers who
complained that they felt cheated by one of the sellers because the goods sent
were apparently not in accordance with the cellphone ordered.

This study aims to determine the practice of buying and selling cellphone
second on social media facebook perspective uu consumer protection and
mugalah figh on grup jual beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya).

This research is classified into empirical legal research. This research is
called field research. The approach used is a qualitative approach using purposive
sampling as a sampling method. Data collection techniques used are using
interviews and documentation.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling
secondhand mobile phones in the second group buying and selling cellphone
Sumenep (Praga and Surrounding Areas) has not fulfilled the regulations
contained in Law number 8 of 1999 concerning consumer protection because
there are some consumer rights that have not been fulfilled or not fulfill the
obligations of a businessmen as stated in uu consumer protection. This study also
did not meet the requirements and get along well because it contained ghoror
elements and did not castigate the right of the buyer to the buyer.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia merupakan makhluk socialyang tidak bisa hidup sendiri,
sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah Zoon
Politicon oleh karena itu dalam kehidupan sehari- harinya manusia
memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nya.

Hal ini selaras dengan Firman Allah Al-Maidah : 2

&
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Tolong menolonglah dalam hal kebajikan dan taqwa dan jangan tolong —
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (AlMaidah :2)*
Kebutuhan manusia merupakan unsur dalam kehidupan.Menurut
Al Harawi, hajat atau bisa juga disebut sebagai kebutuhan manusia terbagi
menjadi dua hal, Pertama, al-hajat almuta’alligah bi al-1stihlagq asy-
sykhsy, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan dan keperluan
sebagainya. Kedua, al-hajat al-muta’alligah bi al-khidmat al-‘amah,
seperti, pelayanan kesehatan, penyediaan obat-obatan, pendidikan dasa,
transportasi, air bersih untuk diminum dan lain sebagainya.al-hajat

almuta’alligah  bi al-Istinlag asy-sykhsybisa disebut juga sebagai

QS Al-Maidah (4) : 2



kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan dasar yang harus
selalu dipenuhi agar manusia tersebut bisa hidup. artinya dibutuhkan oleh
semua manusia di dunia ini. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi
maka manusia tidak akan bisa hidup. Kebutuhan seperti sandang, pangan
dan papan tercakup dalam kebutuhan ini.?

Sandang atau yang lebih dikenal dengan pakaian merupakan
Instrumen penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk berbudaya.
Pada zaman purbakala manusia memang tidak membutuhkan pakaian
bahkan pada awal mulanya manusia menggunakan kulit kayu dan kulit
hewan yang ada di alam sebagai pakaiannya. Setelah itu manusia
mengembangkan sebuah teknologi berupa pemintal kapas menjadi benang
yang ditenun dan kemudian menjadi bahan pakaian .

Revolusi Industri 4.0 yang mengandung informasi dan komunikasi
melalui teknologi penting dibahas karena integrasinya sudah menghasilkan
beberapa perkembangan yang pesat dalam segala bidang kehidupan.
Terutama di sektor ekonomi dan bisnis yang berpengaruh terhadap
kegiatan muamalah dan semestinya harus mempunyai landasan hukum
yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan penerapannya.

Pemicu utama berkembangnya internet dan makin maraknya
penggunaan internet di penjuru dunia yakni perkembangan World Wide

Web (WWW) vyang didesain oleh Tim benners-Lee dan staf ahli

*Waryani Fajar Riyanto, “Pertingkatan Kebutuhan dalam Magashid Syariah,” Jurnal Hukum
Islam, Vol. 1 No1 (Juni,2010), 47.



dilaboratorium CERN (Counseil European pour la Recherche Nucleaire)
di Jenewa Swiss pada tahun1991.2

Perkembangan trend perdagangan terus meningkat dari tahun ke
tahun salah satunya yakni penggunaan internet sebagai media
perdagangan. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak manfaat yang didapat
oleh perusahaan maupun konsumen saat melaksanakan transaksi
melalui internet atau seringkali disebut juga sebagai jualbeli online.
Manfaat dari jual belionline ini salah satunya adalah dapat menekan
biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen
menyangkut kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan barang
yang dibutuhkan.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui
internet atau media online lainnyadapat dinyatakan sangat berbeda
prosesnya dengan berbelanja atau bertransaksi perdagangan di dunia
nyata. Dengan dilaksanakannya jual beli online memungkinkan Kkita
untuk bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui
proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses
internet ke website perusahaan yang mengiklankanproduknya di intenet,
yang kemudian pembeli cukup mempelajari term of condition
(ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) pihak penjual, namun dibalik
setiap manfaat yang ditimbulkan oleh jula beli online terdapat beberapa

masalah dalam perlindungan konsumennya seperti persoalan mengenai

® Triton Prawira Budi, Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber, (Yogyakarta: Argo
Publisher, 2006), 12.



adanya penipuan atau barang yang tidak sesuai dengan yang
ditawarkan.

Barang dan jasa yang ditawarkan di internet pun sangat beragam,
baik barang kebutuhan sehari-hari, barang unik, maupun berbagai jenis
jasa.Tak heran jika peluang bisnis ini mampu menjadi penggerak roda
ekonomi.

Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya, hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli
handphone bekas daripada yang baru.Kondisi seperti ini seringkali
terjadi sebab perekonomian yang sangat lemah sehingga dalam
memenuhi kebutuhan hidupnyapun terasa sulit apalagi untuk sekedar
membeli sebuah handphone baru.

Secara rasio, barang bekas tidak lepas dari sifat cacat. Selain
melihat barang yang dijual, pembeli membutuhkan tempat, sehingga
bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan
barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang
dijual, karena cacat menurut bahasa adalah apa- apa yang dapat
menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya

keaslian barang tersebut.
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Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu(QS Annisa’

ayat 29)

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela
dalam mendapatkan harta.Allah melarang manusia untuk tidak
melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian, atau
perbuatan lain, secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi
dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

Transaksi kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya
tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut,
begitu pula dalam praktik jual beli Hp second di sosial media Facebook
Sumenep. Dalam grup jual beli tersebut setiap orang bebas
memperjualbelikan barang dagangannya. Mereka hanya perlu meng-
upload gambar barang yang diperdagangkan dengan disertai
keterangan, harga dan Contact Person yang dapat dihubungi.Jika ada
pembeli yang berminat tinggal melakukan negosiasi lewat SMS atau
WhatsApp, Setelah itu mereka melakukan pertemuan atau untuk
transaksi pembayaran dan penyerahan barang.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE ini yang dimaksud dengan transaksi
elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik

lainnya” Sesuai dengan pengertian tersebut, maka kegiatan jual beli



yang dilakukan melalui komputer ataupun handphone dapat
dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik.

UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi
yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU
ITE yang berbunyi:

“Pelaku yang menawarkan produk melalui sistem elektronik
harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan
dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yangditawarkan ™.

Dalam realitasnya jual beli Hp Second tidak diketahui oleh
pembeli dalam hal kecacatan si barang tersebut. Tidak sedikit dari
beberapa penjual yang ada di grup tersebut sering menyembuyikan
kecacatan dari Hp yang mereka jual, terkadangt ada sebagian dari
mereka yang juga tidak datang saat berjanji untuk melakukan transaksi
jual beli dengan sistem Cash On Delivery (COD) baik pembeli maupun
penjualnya, juga ada salah satu konsumen yang mengeluh karena telah
merasa ditipu oleh salah satu penjual karena barang yang dikirim
ternyata tidak sesuai dengan handphone yang dipesan, dan hal ini juga
dibenarkan oleh Ahmad Khomaidi selaku salah satu admin di grup jual
beli tersebut.’ Dari tingkat kejujuran terhadap barang dagangannya,
sebagian dari mereka masih ada yang tidak mengatakan atau
menjelaskan keadaan sebenarnya barang yangdiperjualbelikan.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun

* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
® Ahmad Khomaidi, Wawancara tanggal (Prenduan, 14 Agustus 2019).



1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama yang
mempengaruhi eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi disebabkan
oleh minimnya kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya.
Tentunya, hal ini berhubungan erat akan rendahnya pendidikan
konsumen. Oleh karena itu keberadaan UUPK adalahsebagai landasan
hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaankonsumen.®
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengungkakan bahwa sangat
penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktek Jual Beli
Handphone Second di Sosial Media Facebook Prespektif UU
Perlindungan Konsumen dan Figh Muamalah (Studi Kasus di Grup Jual
Beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya))” menurut peneliti,
penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat dijadikan
pengetahuan bagi masyarakat pengguna sosial media facebook yang
belum mengetahui bahwa ada peraturan baik dari Undang-Undang dan
hukum Islam yang mengarur tentang perlindungan konsumen.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti
membueat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek jual beli Hp Second di Sosial Media
Facebook di Grup Jual Beli Hp second Sumenep (Pragaan dan
Sekitarnya?

2. Bagaimana praktek jual beli Hp second di Sosial Media

Shttp://defryprastya.blogspot.com/2014/06/aspek-hukum-dalam-bisnis-online-uu-no.html diakses
pada 4 september 2019


http://defryprastya.blogspot.com/2014/06/aspek-hukum-dalam-bisnis-online-uu-no.html

Facebook di grup Jual Beli Hp second Sumenep (Pragaan dan
Sekitarnya?
C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis
hukum jual beli handphone second di Sosial Media Facebook (di Grup
Jual Beli Hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya).

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat memberi wawasan bagi semua
pihak terutama bagi masyarakat Pengguna Facebook yang sering
melakukan tansaksi jual beli Hp Second di forum-forum facebook.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi
peneliti dan masyarakat dan penelitian ini dapat dijadikan pedoman
atau acuan dalam melaksanakan jual beli hp second malalui sosial
media facebook.
E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya pemahaman ganda maka disebutkan

definisi opereasional yang digunakan dalam penelitan ini adalah:
1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang



menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen.’

2. Figh Muamalah
Adalah aturan-aturan Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur
hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur,
mengelola fan mengembangkan harta. ® Dalam penelitian ini, figh
Muamalah yang digunakan adalah bab yang membahas tentang jual
beli. Yakni membahas tentang syarat syah jual beli, rukun-rukun yang
harus terpenuhi dalam jual beli dan juga macam-macam jual beli
berdasarkan madzhab Imam Syafi’i.

F. Sitematika Penulisan
Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Dimana antara

masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling

berkaitan secara logis.

BAB | : Pendahuluan.

Pada bab ini terdiri dari konteks penelitian, focus penelitian, tujuan

penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : Kajian Teori.

Dalam bab ini membahas tentang kajian teori yakni pembahasan mengenai

jual beli, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang

ITE.

" Pasal 1 Ayat 1 UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
® Rachmat Syafe’i, Fiwh Muamalah, Cet. 10 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal: 14
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BAB Il : Metode Penelitian.

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti,
lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data,
pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Paparan Data, Temuan Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dikemukakan tentang hasil penelitian, yang meliputi,
Praktek jual Beli HP second Prespektif UU Perlindungan Konsumen dan
Praktek Jual beli Hp Second Prespektif Figh Muamalah.

BAB V: Penutup

Meliputi kesimpulan dan saran-sarang yang diberikan peniliti terhadap

para pembaca.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelususran yang dilakukan oleh peneliti, belum ada
penelitian dalam bentuk skripsi yang secara mendetail dan spesifik
membahas tentang Praktek Jual Beli Handphone Second Di Sosial Media
Facebook Prespektif UU Perlindungan Konsumen dan Figh Muamalah
(Studi Di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya)).
& Skripsi yang ditulis oleh Yuli Haryati Fakultas Syariahdan
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2015
dengan judul Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas
(Studi di Pertokoan Komplek StasiunPurwokerto Timur). Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan
dilingkungan masyaraka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik
yang digunakan dalam proses jual beli HP bekas yakni sama seperti
jualbeli pada umumnya, akan tetapi hukum yang diakibatkan dari praktik
jual beli hp bekas di stasiun purwokerto timur yakni adanya pengaduan
dari konsumen yang menyatakan bahwa penjual inkar pada masa khiyar,
yang dimaksud disini adalah penjual mengenakan biaya tambahan
perbaikan pada saat aduan dilakukan dalam masa garansi atau Khiyar,

maka hukum jual beli tersebut menjadi batal atau fasid.’

%Yuli Haryati, Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi di Pertokoan
Komplek StasiunPurwokerto Timur), Skrips (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto, 2015) http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1531/2 diakses pada 05 September 2019

11
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Dari hasil penelitian di atas dapat ditemukan persamaan dengan
penelitian yag dilakukan oleh peneliti yakni pada jenis penelitian yang
diteliti merupakan penelitian tentang praktek jual beli handphone bekas
dengan menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan perbedaan
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni dalam
penelitian yang dilakukan oleh Yuli Haryati dilakukan di komplek
pertokoan stasiun Purwokerto timur dan di teliti dalam tinjauan hukum
Islam. Sedangkan peneliti melakukan studi kasus di Grup jual beli dalam
sosial media facebook dan dilakukan dalam tinjauan Undang-Undang
Perlindungan konsumen dan Figh Muamalah.

2. Skripsi oleh Komariah fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada
Sejumlah Counter Handphone Di JL. Gejayan Yogyakarta). Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek dan akad jual beli yang
dilakukan dibeberapa konter di Jalan Gejayan. Pendekatan penelitian yang
dilakukan dalam penelitian ini yakni berupa pendekatan normatif, dengan
hasil penelitian bahwa praktik yang dilakukan dan juga akan yang
digunakan dalam proses jual belidibeberapa konter yang diteliti dapat
dikatakan syah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh
syara’, meski terkadang masih ditemukan beberapa hal yang belum sesui

dengan apa yang diharapkan oleh konsumen akan tetapi hal tersebut dapat
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diselesaikan secara damai sehingga menimbulkan akibat kerelaan dari
kedua belah pihak.™

Dari pemaparan diatas dapat ditemui persamaan dengan penelitian
yang peneliti lakukan bahwa kedua penelitian ini membahas tentang jual
beli handphone bekas berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan
perbedaan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Komariah merupakan
Jual beli Handphone bekas di sejumlah konter handphone di JI Gejayan
dalam prespektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti adalah jual beli Handphone second di salah satu grup jual beli di
forum facebook dalam tinjauan undang-undang perlindungan konsumen
dan figh muamalah.
3. Skripsi oleh Sarlinda dengan judul Transaksi Jual Beli Handphone
Second Di Pasar Bagan Jaya Dalam Prespektif Figh Muamlah (Studi Di
Pasar bagan Jaya Kecamatan EnokKabupaten Indragiri Hilir) Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru Tahun 2015. Dalam penelitian ini peneliti populasi yang
digunakan adalah pemilik konter dan beberapa konsumen yang ada dipasar
bagan jaya, jumalh pemilik konter dipasar tersebut ada 16 orang,
sementara untuk konsumen sendiri peneliti mengambil beberapa sampel
dengan teknik purposive sampling. Dari penelitian yang dilakukan oleh

peneliti, hasil yang didapatkan yakni bahwa transaksi jual beli handphone

¥ omariah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada Sejumlah
Counter Handphone Di JL. Gejayan Yogyakarta), Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) http://digilib.uin-suka.ac.id/25615/ diakses pada 05 September

2019
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second yang terjadi di pasar bagan jaya yakni apabila ada konsumen
bermaksud untuk menjual handphone yang dimilikinya sementara pihak
konter vyang menentukan harga jualnya secara sepihak dengan
mempertimbangkan kondisi handphone yang hendak dijual. Sementara
dalam perspektif figh muamalah jual beli dengan menetapkan harga secara
sepihak tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ghoror dan
keterpaksaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik konter di pasar
tersebut tentunya menyimpang dari ajaran Islam, dan tentu saja hal
tersebut dilarang dan tidak boleh dilakukan.™

Dari hasil peneltian yang dilakukan oleh Sarlinda dapat ditemukan
persamaan dengan penelitian peneliti yakni membahas tentang proses
transaksi yang dilakukan dalam jual beli handphone bekas dalam tinjauan
figih muamalah. Sedangkan perbedaan dengan peneltian yang dilakukan
oleh peneliti. Penelitian oleh Sarlinda adalah Transaksi Jual Beli
Handphone Second Di Pasar Bagan Jaya Dalam Prespektif Figh Muamlah
sementara peneltian yang dilakukan oleh peneliti adalah praktek adalah
jual beli Handphone second di salah satu grup jual beli di forum facebook
dalam tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan figh

muamalah.

1 sarlinda, Transaksi Jual Beli Handphone Second Di Pasar Bagan Jaya Dalam Prespektif Figh
Muamlah (Studi Di Pasar bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir), Skripsi
(Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015) http://repository.uin-
suska.ac.id/7178/ diakses pada 05 september 2019


http://repository.uin-suska.ac.id/7178/
http://repository.uin-suska.ac.id/7178/

Tabel 2.1: Persamaan dan Perbedaan.
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NO NAMA PERSAMAAN PERBEDAAN

1 | Yuli Haryati | Jenis penelitian yang | penelitian yang
Fakultas diteliti merupkan | dilakukan oleh Yuli
Syariah  dan | praktek jual beli | Haryati dilakukan di
Ekonomi Islam | handphone bekas | komplek pertokoan
Institut Agama | dengan stasiun Purwokerto
Islam  Negeri | menggunakan timur dan di teliti dalam
Purwokerto penelitian empis. tinjauan hukum Islam.
tahun 2015 Sedangkan peneliti
dengan judul melakukan studi kasus
Tinjauan di Grup jual beli dalam
Hukum islam sosial media facebook
Terhadap dan dilakukan dalam
Praktik  Jual tinjauan Undang-
Beli HP Bekas Undang Perlindungan
(Studi di konsumen dan Figh
Pertokoan Muamaiah.
Komplek
StasiunPurwok
erto Timur)

2 | Komariah Kedua penelitian ini | penelitian yang
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fakultas
Syariah  dan
Hukum
Universitas
Islam  Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta
tahun 2017
dengan judul
Tinjauan
Hukum Islam

Terhadap Jual

membahas mengenai
perspektif  hukum
islam mengenai jual
beli handphone

bekas.

dilakukan oleh
Komariah  merupakan
Jual beli Handphone
bekas di  sejumlah

konter handphone di JI

Gejayan dalam
prespektif Hukum
Islam, sedangkan
penelitian yang

dilakukan oleh peneliti

adalah jual beli

Handphone second di

Beli salah satu grup jual beli
Handphone di forum facebook
Bekas  (Studi dalam tinjauan undang-
Pada Sejumlah undang  perlindungan
Counter konsumen dan figh
Handphone Di muamalah.

JL.  Gejayan

Yogyakarta)

Sarlinda Persamaan penelitian | Penelitian oleh Sarlinda
dengan judul | ini dengan penelitian | adalah Transaksi Jual

Transaksi Jual

yang dilakukan oleh

Beli Handphone Second
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Beli

Handphone
Second Di
Pasar  Bagan
Jaya  Dalam
Prespektif Figh

Muamlah

(Studi Di Pasar

bagan Jaya
Kecamatan
Enok
Kabupaten
Indragiri Hilir)
Fakultas
Syariah  dan
Hukum
Universitas
Islam  Negeri
Sultan  Syarif
Kasim  Riau
Pekanbaru

Tahun 2015

peneliti  membahas
mengenai proses
transaksi yang

dilakukan dalam jual
beli handphone
bekas dalam tinjauan

figh muamalah.

Di Pasar Bagan Jaya
Dalam Prespektif Figh
Muamlah  sementara
peneltian yang
dilakukan oleh peneliti
adalah praktek adalah
beli

jual Handphone

second di salah satu
grup jual beli di forum
facebook dalam
tinjauan undang-undang

perlindungan konsumen
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B. Kerangka Teori
1. Konsep Jual Beli dalam Figh Muamalah
a. Pengertian jual beli

Pengertian jual beli (&) secara syara’ adalah tukar menukar

harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan Jual
beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau
mengganti. Kata al — ba’l dalam Arab terkadang digunakan untuk
pengertian lawannya, yaitu kata al-syira’ (beli).Dengan demikian,
kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. *2
Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i jual beli adalah proses
menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang,
dengan jalan melepaskan hak milik dari seorang terhadap orang
yang lainnya atas dasar rela sama rela®.

Jual beli juga merupakan kegiatan tukar menukar barang
dengan barang tanpa bertujuan memperoleh keuntungan. Hal ini
karena alassan seseorang menjual atau membeli barang adalah
untuk sebuah kepentingan tanpa menghiraukan untung ruginya.
Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa setiap perdagangan
adalah jual beli, akan tetapi setiap jual beli todak dapat dikatakan

perdagangan.

12 Abdur Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalah, (Jakarta: Prenamedia
Group, 2010). h. 67

'3 |bnu Mas’ud, Figh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah, (Bandung:
Pustaka Setia, 2007). Hal: 22
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Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan
ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula.
Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau
diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari
segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan,

pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang
tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual
beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram
hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong

perbuatan batil (tidaksah).
Yang termasuk perbuatan batil adalah sebagai berikut:**
a. Pencurian (Sirgoh)
b. Penipuan (khid’ah)
c. Perampasan (Ghasab)
d. Makan Riba (Aklu Riba)
e. Pengkhianatan
f. Perjudian (Maisir)
g. Suapan (Risywa)

h. Berdusta (Kizib)

% Tbnu Mas’ud& Zainal Abidin, Figh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah,
(Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hal: 24
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Segala seuatu yang dihasilkan dari 8 cara tersebut adalah
haram untuk dimakan, dipakai, dan digunakan.
b. Dasar Hukum Jual Beli
Adapun dalam syariat islam dasar hukum jual beli bisa
ditemukan di dalam banyak ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi
Muhammad SAW, antara lain:
1). Al- Quran

a. surat Al- Bagarah ayat 198

Id
€

e (’“‘”‘ 136 O (;f<§3 e Sz |y 5 =5 & e vi.l.a o
(..Mfo\’i_f\.u Lo.fé);}\j \}4-\ M\M«U\ \j;:\, ubj;

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki
hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (gs. Al Bagarah198).

b. Surat An Nisa ayat 29

P AT LSBT )l T 16

Yang Artinya: “hai orang- orang yang beriman, janganlah

kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang
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bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu”. (QS. An. Nisa:29).

2). Hadits

Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli
yakni hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan
Hakim yang Artinya: Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya
Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang
paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja
dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.
(HR. Bazzar dan Hakim).

Ayat- ayat Al Qur’an dan Hadist yang
dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli
merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama
telah sepakat bahwa jual beli diperbolenkan dengan
alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi
kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang fain.
Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain
yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang
lainnya yang sepadan.’

3). jma’

1% Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him. 75
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Ulama’ sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh
dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia
bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu
orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal
balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli
maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap
orang dan membayar atas kebutuhannya.'®

c. Rukun Jual Beli
Rukun jual beli menurut Syafi’i ada tiga macam yakni:"’
1). Akad (ljab Kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab
Kabuldilakukan.Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan
kerelaan kedua belah pihak.Pada dasarnya ijab Kabul itu
harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak
mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli,
atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat
menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu.

Dalam Hadits Rasulullah menyampaikan:
alu s ale Al Lo oll e e il b 0 A (e
a5 e V) O R iy 1 Js

“ Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda,
“Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah

®\Wahbah az Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani,
dkk, (Depok: Gema Insani, 2007), him.124

7 Tbnu Mas’ud& Zainal Abidin, Figh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah,
(Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hal: 26



23

sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan
Tirmizi)

Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, pada jual beli
yangkecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti
jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah
tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing,
sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena
itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus
diketahui dengan garinah (tanda-tanda), yang sebagiannya
ialah dengan ijabkabul.

2). Orang Yang Berakad.
Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:*®
a. Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang.
b. Beragama Islam. Syarat ini hanya berlaku untuk
pembeli saja.
3). Barang yang diperjual belikan (Ma’qud Alaih)
Syarat barang yang boleh diperjual belikan adalah:
a. Suci atau mensucikan. Tidak boleh menjual barang
najis, seperti anjing, babi dan lainnya.
b. Memberi manfaat menurut syara’.
c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.

d. Milik sendiri.

8 Tbnu Mas’ud, Zainal Abidin, Figh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah,

Hal: 29
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e. Barang diketahui (dilihat).
d. Syarat sah Jual Beli

Aagar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan
pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:
1). Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual
beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang
gilaatau bodoh tidak sah jualbelinya.

a). Dengan kehendaknya sendiri
b). Keduanya tidakmubazir.
c).Balig.

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang
melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “balig}” atau
dewasa. Dewasa hukum Islam adalah apabila telah berumur 15
tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi
anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak
kecil adalah tidak sah.

2) Tentang Obyeknya.

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah
benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli

haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
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a). Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa
yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan
sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda
diharamkan.

b). Dapat dimanfaatkan.

Maksudnya adalah barang yang diperjual
balikan dapat bermanfaat dalam kelangsungan
hidupnya.

¢). Milik orang yang melakukanakad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian
jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang
tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah
barangtersebut.

d). Mampu menyerahkan.

Adapun  yang dimaksud dengan  dapat
menbyerahkan adalah pihak penjual dapat menyerahkan
barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan
bentuk dan jumlah yang sudah diperjanjikan.

e). Mengetahui
apabila dalam suatu akad jual beli barang tidak
diketahui jumlah dan keadaannya maka akad dikatakan

tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut
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mengandung unsur penipuan.

Selain itu ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad

jual beli, vaitu:*

1. Syarat in ‘igad (terjadinyaakad);

2. Syarat sahnya akad jualbeli;

3. Syarat kelangsungan jual beli (syaratnafadz);
4. Syarat mengikat (syaratluzum)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalahuntukmencegah
terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan
pihak- pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat
gharar (penipuan). Apabila syarat in ‘igad (terjadinya akad) rusak
(tidakterpenuhi), maka menjadi batal. Apabila syarat sah yang
tidak terpenuhi,maka menurut Hanafiah akad menjadi fasid.
Apabila syarat nafadz(kelangsunganakad) tidak terpenuhi maka
akad menjadi mauquf (ditangguhkan),danapabila syarat luzum
(mengikat) yang tidak terpenuhi, makaakadmenjadi mukhayyar
(diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.?
Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum
dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada
setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut
syara’. Secarag lobal akad jual beli harus terhindar dari enam

macam ‘aibyakni:

19 Muslich, Figh Muamalat, 187
20 Muslich, Figh Muamalat, 188
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a. Ketidak jelasan akad (jahalah). Yang dimaksud disini adalah
ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan
vang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat
macam Yaitu: ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenisnya,
macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli,
ketidakjelasan harga, ketidakjelasan masa (tempo), seperti
dalam harga yang diangsuratau dalam khiyar syarat, dalam hal
ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi
batal. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan
misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil
(penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila
tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.?*

b. Pemaksaan (al-ikrah).  Pengertian pemaksaan adalah
mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu
perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam.
Pertama, paksaan Absolut yaitu paksaan dengan ancaman
yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota
badannya. Kedua, paksaan Relatif yaitu paksaan dengan
ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman
tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni

menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiah,

2! Muslich, Figh Muamalat, 191
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dan mauquf menurut Zufar.?

. Pembatasan dengan waktu (at-taugid). Yaitu jual beli dengan
dibatasi waktunya. Seperti: “saya jual ini kepadamu untuk
selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini
hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak
dibatasiwaktunya.

. Penipuan (gharar). Yang dimaksud gharar disini adalah
(penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi
dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh
liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan
tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air
susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka
termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila gharar
(penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan
jual beli.

. Kemudharatan (dharar). Kemudharatan ini terjadi apabila
penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan
kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual,
dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual
baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan
penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak

perorangan, bukan hak syara’ maka para fugaha menetapkan,

22 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, 191
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apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya
dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya
kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.?®

f. Syarat-syarat yang merusak. Yaitu setiap syarat yang ada
manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi
syarat tersebut tidak ada dalam syara’ dan adat kebiasaan, atau
tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan
akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia
(penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah
terjadinya akad jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat
dalam akad mu awadhah maliyah, seperti jual beli, atau ijarah,
akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-
akad yang lain, seperti akad tabarru’ (hibah dan wasiat) dan
akad nikah. Dalam akad- akad ini syarat yang fasid tersebut
tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

e. Macam-Macam Jual Beli

1. Ditinjau dari segi hukum. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli

dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli shahih, bathil danfasid.
e Jual beli shahih. Dikatakan jual beli shahih karena jual

beli tersebut sesuai dengan Kketentuan syara’, Yaitu
terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang

telahditentukan.

2 Muslich, Figh Muamalat, 192
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e Jual beli bathil. Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya
tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya
tidak disyari’atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan
anak-anak, orang gila atau barang- barang yang
diharamkan syara’ (bangkai, darah, babi, dankhamar).*

e Jual beli fasid. Menurut ulama Hanafi yang dikutip dari
bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan
Islam di Indonesia bahwa jual beli fasid dengan jual beli
batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli
terkait dengan barang yang diperjual belikan maka

hukumnya batal. >

Akan tetapi apabila kerusakan atau
kekeliruan itu berkaitan dengan harga barang maka itu
bisa diperbaiki dan dinamakan fasid. Namun jumhur
ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli
tersebut.

2. Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi
benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam
Taqgiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi
yang berjudul Figh Muamalah, bahwa jual beli dibagi

menjadi tiga bentukyaitu:*®

e Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat

*Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),
him. 108

>Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 108
%8 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), him. 75
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melakukan akad jual beli, benda atau barang yang
diperjualbelikan ada di depan pembeli danpenjual.
e Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya
dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau
jual beli barang secara tangguh dengan harga yang
dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli
dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan
barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan
pada waktu tertentu.?’
3. Ditinjau dari Subjek (pelaku akad)

e Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang
dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan
dengan mengucapkan ijab gabul secara lisan. Bagi
orang yang bisa diganti dengan isyarat karena isyarat
merupakan pembawaan alami dalam menampakkan
kehendaknya.

e Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang
dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan
atau surat menyurat sama halnya dengan ijab gabul
dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual

dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis.

?"Ghufron A. Masadi, Figh Mu amalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),
him. 143
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Dan jual beli ini diperbolehkansyara’.

Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan
perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan
istilah mu’amalah yaitu mengambil dan memberikan
barang tanpa ijab gabul. Seperti seseorang mengambil
rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli
demikian dilakukan tanpa shighat ijab gabul antara
penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi’iyah yang
dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul
Figh Mu’amalah bahwa hal ini tidak hanya berbentuk
perkataan tetapi berbentuk perbuatan pula yaitu saling
memberi (penyerahan barang dan penerimaanuang).?
Maka berdasarkan penjelasan diatas, ditinjau dari segi
subjeknya akad jual beli dapat dilakukan dengan
beberapa cara yaitu mengucapkan ijab gabul secara
lisan atau isyarat bagi seorang tunawicara, melalui
utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak
berada dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan
perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil
barang tanpa ijab qgabul atau lebih dikenal dengan

istilah mu athah.

%8 Suhendi, Figh Muamalah, 76
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f. Khiyar

J.

Definisi Khiyar

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad
jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual
beli). * seorang pembeli memiliki hak khiyar dan boleh
menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya
jika dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli
berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak khiyar untuk
memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak khiyar untuk
memeriksa itu berlangsung terus sampai kapan pun sesudah
terjadinyakontrak,kecualikalaurusakolehkeadaan. Hak hiyar
secara hukum boleh diminta oleh pihak mana pun asal tidak
melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf
menetapkan tiadanya batas tersebut.*

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw.
Diantara sunnah tersebut adalah hadis Nabi saw yang Artinya:
Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar
Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: *
penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka
berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan

jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual

2% Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Hukum Figh Islam), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015),

him. 286.

%0 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of
Islamic Economic System), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 1, him. 125.
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beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan
merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli
merekaberdua.
Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli
hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang
dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak
pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-
orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan
dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan
yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-
baiknya. Status khiyar, menurut ulama figih adalah
disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak
yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang
merasatertipu.®*
k. Macam-macam Khiyar
I. Khiyar Majlis adalah khiyar yang ditetapkan oleh
syara’ bagi setiap pihak yang melakukan transaksi,
selama para pihak masih berada di tempat transaksi.
Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual
beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad

pemesanan barang (salam), syirkah.*

3! Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005),
him. 80

%2 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fighu As-Syafi i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz,

“ Figih Imam Syafi’i”, (Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010), him. 676



35

Khiyar Syarat adalah khiyar itu dijadikan syarat
sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang,
seperti kata si penjual, “saya jual barang ini dengan
harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau
kurang dari tiga hari.” Khiyar syarat boleh dilakukan
dalam segala macam jual beli, kecuali barang riba.
Masa khiyar syarat paling lama tiga hari tiga malam,
terhitung dari waktu akad.*

Khiyar Aib adalah Khiyar aib termasuk dalam jenis
khiyar nagishah (berkurangnya nilai penawaran
barang). Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan
kriteria yang diduga sebelumnya. Khiyar aib
merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian
barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang
belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi
atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati
sebelum serah terima barang.

Yang mengakibatkan terjadinya khiyar disini adalah
aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai
bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli
dibidangnya. Menurut ijma’ Ulama, pengembalian

barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad

%% Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Hukum Figh Islam), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015),

him. 287.
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berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam
suatu hadis, yaitu hadis Ugbah bin Amir r.a,
beliauberkata:
Artinya: “Dari Ugbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata:
saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang
muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal
bagi seorang muslim apabila menjual barang
jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada
cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau
cacatnya) itu kepadanya”. ( HR. Al-Hakim dari Ugbah
Ibnu Amir).*
Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah
mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka
akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Perlindungan hukum kepada konsumen dapat diwujudkan dalam 2
bentuk pengaturan, yaitu melalui suatu bentuk perundang-undangan
tertentu yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan

transaksi barang dan atau jasa dan melalui perjanjian yang khusus

3 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., him. 233
% pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen
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dibuat para pihak (pelaku usaha dan konsumen) yang isinya antara lain
mengenai ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim,
penyelesaiansengketa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 maka
dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “segala
upaya ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen”. Perlindungan
terhadap konsumen dilakukan sebelum atau pada saat atau telah terjadi
transaksi yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara pelaku
usaha selaku produsen dengan konsumen sebagai subyek hukum, dan
barang dan atau jasa sebagai obyek hukum dalam undang-undang ini.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat digunakan
sebagai sarana preventif untuk mewujudkan perlindungan konsumen
dengan berdasarkan atas hak-hak yang dimiliki manusia. Jelas telah
diungkapkan dalam Undang-Undang Perlidungan Konsumen, bahwa
yang menjadi subyek hukumnya adalah orang. Namun adanya hak
dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan suatu masalah baru,
yaitu masalah perlindungan bagi para pihak terhadap segala kegiatan
yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan hak dan kewajiban yang
dimilikinya.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan
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tentang perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dengan
ketentuan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perlidungan
Konsumen sebagaiberikut:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepadakonsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untukdiperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidangekonomi.

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan olehkonsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau
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prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk
dimanfaatkan olehkonsumen.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan
informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat
beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan
dan sedangdiperdagangkan.

Impor Barang adalah kegiatan memasukkan barang
kedalam daerah pabean.

Impor Jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk
digunakan didalam wilayah Republik Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui
oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani
perlindungan konsumen.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi olehkonsumen.

Badan penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan
yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa
antara pelaku usaha dan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan
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yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan
perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawab meliputi bidang perdagangan.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan
penjelasan tentang asas dan tujuan dari perlindungan konsumen. Asas
hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang
terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik
tolak berpikir tentang hukum.® Upaya perlindungan Konsumen di
Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini memberikan arahan dan
implementasinya di tingkatan praktis. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2:
“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian

)137
hukum

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu bentuk
usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan
nasional, yaitu:*®
a. Asas manfaat, yang berarti mengamanatkan bahwa segala upaya

dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus

% Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014), hal: 25

%7 pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

%8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014), hal: 25
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memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

. Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh
rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dalam melaksanakan kewajibannya secara
adil, sehingga dalam penegakan hukum tidak boleh adanya
pandang bulu, tetapi harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan
yangberlaku.

. Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah dalam arti materil dan spirituil. Selain itu asas ini
menghendaki agar konsumen, pelaku usaha atau produsen,
pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan
dan penegakan hukumkonsumen.

. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk
memberikanjaminanataskeamanandankeselamatankepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin  kepastian ~ hukum.  Artinya, undang-undang
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mengharapkan bahwa aturan- aturan tentang hak dan kewajiban
yang terkandung di dalam undang- undang perlindungan
konsumen harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari
sehingga masing-masing pihak memperolehkeadilan.

Selain asas, hal yang diperlukan dalam suatu peraturan adalah
tujuan.Tujuan adalah sasaran, tujuan adalah cita-cita.Tujuan lebih
dari hanya sekedar mimpi yang terwujud.Tujuan adalah pernyataan
yang jelas. Tidak akan ada apa yang bakal terjadi dengan sebuah
keajaiban tanpa sebuah tujuan yang jelas. Tidak akan ada langkah
maju yang segera diambil tanpa menetapkan tujuan yang tegas. Dan
tujuan dalam hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam
masyarakat yang bersendikan pada keadilan.

Adapun tujuan Perlindungan Konsumen menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 mencakup hal-hal berikut:*

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian

konsumen untuk melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang
dan/ataujasa;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagaikonsumen;

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

% pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen
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unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkaninformasi;

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatankonsumen.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai hak konsumen
ialah sebagai berikut;*

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/ataujasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yangdijanjikan; Hak atas informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/ataujasa;

3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yangdigunakan;

4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secarapatut;

“0 pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen
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5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikankonsumen;

6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya;

8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen juga telah dijelaskan mengenai kewajiban
konsumen ialah sebagai berikut:**

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
kemanan dan keselamatan;,

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar
yangdisepakati;

3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secarapatut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya
membahas tentang konsumen saja, tetapi didalamnya juga membahas

tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 6

* pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
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dan 7 yaitu sebagai berikut:
Dalam pasal 6 berisi tentang hak pelaku usaha adalah:*°

1. Hak untuk menerima pembayaran vyang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidakbaik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketakonsumen;

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Dalam pasal 7 membahas tentang kewajiban pelaku usaha
ialah sebagai berikut:*?

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatanusahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan danpemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan

jujur serta tidakdiskriminatif;

*2 pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen



46

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yanagberlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji,
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau
yangdiperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, gati rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yangdiperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak
sesuai dengan perjanjian.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik adalah
ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan
hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yag berada
di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia
dan merugikan kepentinganindonesia.

Dalam pasal 1 angka 1 UU ITE telah dijelaskan mengenai
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
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rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUITE bahwa
transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media
elektronik lainnya”. Kehadiran UU No.11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan memberikan manfaat,
beberapa diantaranya:

Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan
transaksi secaraelektronik

Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan
berbasis teknologiinformasi;

Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan
teknologi informasi.

Transaksi menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan
dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal
17 ayat (1) UUITE.

Pada pembahasan berikutnya materinya dibatasi transaksi

elektronik dalam lingkup hukum privat. Di dalam transaksi
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elektronik antara pihak-pihak hanya mengandalkan itikad baik,
karena memang transaksi elektronik dikenal di dunia maya yang
tidak saling mempertemukan antara pihak-pihak yang bertransaksi
sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UUITE yang menentukan bahwa
para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad
baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi
berlangsung.*®

Jual beli adalah perjanjian, yang berarti perjanjian sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 1313 KUH Perdata adalah "suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih". Subekti mengartikan perjanjian adalah
"suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.”
Perjanjian jual beli agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap
kedua belah pihak, maka harus dibuat memenuhi syarat-syarat
sahnya perjanjian.**

Perjanjian jika dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian,
maka perjanjiantersebut mengikat kedua belah pihak sejak
tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok, demikian

halnya dengan perjanjian jual beli sesuai dengan ketentuan Pasal

*3pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

**Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermassa, 2004), him. 1
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1458 KUH Perdata.®®

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan
konvensional.  Yang membedakan hanyalah pada sarana
perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer,
internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum,
penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik
konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-UndangHukum
Pidana (“KUHP”). Jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun
2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), maka
pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi
sebagaiberikut:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ancaman pidana dari pasal tersebut sebagaimana yang terdapat
dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah “Setiap orang yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah). Untuk pembuktiannya aparat penegak hukum dapat
menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai

perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE.

**Muhammad Abdul kadir, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), him. 84


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
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Bunyi Pasal 5 UU ITE:
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yanasah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan
dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku
dilndonesia

Di Indonesia, UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal
khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE
saat ini bersifat general/lumum dengan titik berat perbuatan
“penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian”
yang diakibatkan perbuatan tersebut. Tujuan rumusan Pasal 28 ayat
(1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan

terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen.*

*® Arrianto Mukti Wibowo dkk., Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce,
dalam http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.htmldi akses tanggal
5 September 2019


http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html

BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian
Empiris, yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi kemudian
didukung dengan data-data berupa dokumen- dokumen. peneliti dalam
penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen berupa buku-buku, dan
jurnal-jurnal dalam memperoleh Informasi tentang apa yang di teliti,
Adapun teknik data yang digunakan dalam pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian lapangan (field research)atau yang biasa dikenal dengan
penelitianhukum empiris (yuridis empiris). Penelitian ini masuk
kedalam jenis penelitian hukum empiris karena peneliti mengkaji dan
menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat yaitu dengan melihat
bekerjanya hukum dalam masyarakat dikaji dari tingkat efektivitasnya
hukum itu berlaku dimasyarakat.*’
Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara pendekatan
fakta yang ada melalui pengamatan dan penelitian dilapangan.yang
kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan hukum Islam dan Positif

yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan acuan untuk

* Salim & Erlies Sepetiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi
(Jakarta: Rajawali Press, 2013) hal: 20

51
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menjawab tuntutan perkembangan zaman terkait dengan konsep bisnis
ekonomi syariah.
Pendekatan Penelitian

Dari  berbagai pendekatan yang ada dalam penelitian
hukum, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif merupakan pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada
prinsip — prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan
gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola pola yang
dianalisis gejala — gejala sosial budaya dengan menggunakan
kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh
gambaran mengenai pola yang berlaku.*®
Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan disalah satu grup yang ada di sosial media
facebook. Yakni Grup Jual Beli Hp Second Sumenep (area Pragaan
dan Sekitarnya).

Metode Pengambilan Sampel

Pada tahap ini peneliti menggunakan metode purposive sampling
yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah
misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang Kkita

harapkan sehingga dapat memudahkan peneliti menelusuri objek atau

*Dikutip dari:http://rohmadjawi.wordpress.com/hukum-kontrak/diakses pada 21/04/2019jam

09.50
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situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel
diambil berdasarkan kebutuhan peneliti.*®
Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian.
Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data maka
data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan oleh
karena itu , peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang
mesti digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang
biasanya digunakan dalam penelitian social, yaitu Sumber data Primer
dan Sumber data Sekunder.*

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian Empiris ini
berasal dari data Primer yakni data yang langsung diperoleh melalui
wawancara dan observasi untuk penelitian Kualitatif.>* Dalam hal ini
peneliti melakukan wawancara langsung kepada admin grup dan
jugaterhadap beberapa orang yang pernah melakukan transaksi di grup
jual beli hp second area pragaan dan sekitarnya tersebut guna
memperoleh informasi akurat mengenai praktek jual beli yang dijalani.

Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
data hukum primer seperti buku-buku yang relevan dengan Judul ini
atau informasi —informasi yang diperoleh dari kepustakaan (study

Document) vyaitu Buku-Buku yang berhubungan dengan figh

*9 Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: alfabeta, 2008) hal: 300
°Byrhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Pmenrenada
Media Group, 2013 ) h . 129

S'Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: Fakultas Syariah,

2012, h.28.
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muamalah bab jual beli terutama buku Figh Madzhab Syafi’i karya
Ibnu Mas’ud dan Zainal abidin, serta Jurnal, ataupun kitab — kitab
Figh, dan bahan hukum tersier terutama kamus yang dikumpulkan
melalui penelusuran kepustakaan (literature review).
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
a. Interview / Wawancara
Wawancara atau interview adalah situasi antar pribadi yang
bertemu secara langsung (face to face). Wawancara merupakan
salah satu jenis pengumpulan data dengan melakukan timbal balik
atau dalam kata lain sebuah percakapan dengan maksud tertentu
yang dilakukan oleh pihak yaitu wawancara/interview yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara/interviewer yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu,>* pada tahap ini peneliti
hadir langsung ke tempat orang yang akan diwawancarai dan
mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan fokus
penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara berstruktur
yaitu pewawancara akan menanyakan pertanyaan yang berkaitan
dengan hal yang akan diteliti dengan membawa pedoman
wawancara.
Pada wawancara ini peneliti mewawancarai sebanyak

sebelas terwawancara yakni: Abbas Syahputra dan Ahmad

*2exy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja Rusda Karya, 2005), 186
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Khomaidi selaku admin grup jual beli HP Second Sumenep
Pragaan dan Sekitarnya. Selanjutanya Ainul Haqqi, Halil, Hilya
Nabila, Khoirunnas, Svyaifullah, Rizki dan Abdus Salam selaku
konsumen di grup jual beli tersebut. Serta Ma’ruf dan Inul selaku
penjual di grup tersebut.
b. Dokumentasi
Menurut Irawan, studi dokumentasi merupakan tehnik
pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.
Dokumen yang diketik dapat berbagai macam, tidak hanya
dokumen resmi, dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat
pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus,
rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.>®
7. Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data merupakan proses menelompokkan data
dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan. Proses analisis data
dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai
sumber.
Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan
langkah-langkah sebagaiberikut:

1. Edit (editing)

%3Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian:Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula(Yogyakarta:
Gadjah Mada University Pres, 2004), 100-101.
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Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah
menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena
kenyataannya bahwa data yang terhimpun terkadang belum
memenuhi harapan peneliti, baik karena kurang atau bahkan ada
yang terlewatkan. Oleh karena itu untuk memenuhi kelengkapan
pada penelitian ini, maka proses editing sangat diperlukan untuk
memperbaiki data yang kurang relevan dengan penelitian.

2. Kilasifikasi (Classfing)

Setelah dipilah-pilah antara data dengan yang bukan data
maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu classijjzing dalam
metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara
mendalam seluruh data yang diperoleh baik pengamatan,
wawancara maupun dokumentasi. Kemudian peneliti membentuk
sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data dan
disamping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada
sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

3. Verifikasi (Verification)

Verifikasi adalah mengecek kembali data yang sudah
terkumpul untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh
apakah benar-benar valid dan sesui dengan harapan peneliti.>* Jadi
tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dan

untuk menjamin keabsahan data yang telah terkumpul. Verifikasi

> Lexi, j Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rasda Karya: 2002), hal: 104
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dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali
hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. Disamping itu,
untuk sebagian data, peneliti melakukan verifikasi dengan cara
triangulasi yaitu mencocokkan (check and re-check) antara hasil
wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek
lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara opsional.

. Analisis (Analysing)

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis
data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis
data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-
tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam
penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari
data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan
memahami data yang sudah dikumpulkan.

Pembuatan Kesimpulan (Concluding.)

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses.
Pengambilan  kesimpulan  dari  proses penelitian  yang
menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah
dipaparkan dibagian latar belakang. Di dalam metode ini peneliti
membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh
dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui

wawancara maupun dokumen.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan
Sekitarnya”

Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”
merupakan salah satu grup jual beli handphone bekas di Facebook
yang memiliki anggota lumayan banyak yaitu sebanyak 15. 164
anggota. Grup jual beli ini dibuat pada tanggal 12 Agustus 2015.
Setiap bulannya anggota grup dalam jual beli ini terus meningka. Grup
Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” merupakan
wadah atau tempat untuk bertransaksi jual beli handphone bekas
maupun handphone baru. Kebijakan admin dalam grup ini yakni akan
mengeluarkan anggota yang memposting hal-hal yang tidak layak
untuk dikonsumsi publik.

Admin dalam grup ini ada 2 orang yaitu Ahmad Khomaidi dan
Abbas Syahputra. Grup jual beli ini dibuat dikarenakan banyaknya
peminat dan penjual handphone bekas didaerah Pragaan.*® Dalam Grup
Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” tertulis pesan
dari admin grup yang berbunyi “Mempermudahuntuk mendapatkan
apa yang kita inginkan tanpa harus keliling dunia. Jula beli tanpa

penipuan, jujur lebih baik daripada berbohong”.

*® Ahmad Khomaidi, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)
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Dalam grup Jual Beli Hp Second Sumenep ‘“Pragaan dan
Sekitarnya” terdapat peraturan untuk calon member yaitu sebagai
berikut:>®

a. Wanita/ laki-laki bebas masuk dalam grupini

b. Sopan tuturkata

c. Tidak diizinkan memposting porno, sara, perselisihan,narkoba

d. Bila ada kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam

bertransaksi, admin tidak bertanggungjawab, admin hanya
membantu memfilter kesalahan pihak-pihaktertentu

e. Bebas posting barang bekas atau baru, makanan, danlain-lain.

Dalam proses tawar menawar sampai proses transaksi yang
dilakukan di grup Jual Beli Hp Second Sumenep ‘“Pragaan dan
Sekitarnya” biasanya dilakukan dengan cara penjual memposting
barang yang akan dijual dan menjelaskan kondisi barang tersebut.
Selanjutnya apabila ada pihak yang tertarik dengan barang tersebut,
mereka berkomentar di kolom komentar yang telah tersedia. Admin
tidak mengetahui proses tawar menawar dikarenakan proses itu
dilakukan secara pribadi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam
hal transaksi, menurut admin biasanya dilakukan dengan cara COD
(Cash on Delivery) atau bertemu secara langsung apabila jarak rumah

pihak yang bersangkutan dekat. Dan bisa juga dengan menggunakan

% Ahmad Khomaidi, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)
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cara lain yaitu dengan cara barang tersebut dikirim menggunakan
kurir, melalui JNE, ataupunJNT.

2. Permasalahan Dalam Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan
dan Sekitarnya”.

Dalam praktik jual beli handphone second tersebut, penulis
mendapatkan beberapa permasalahan yang penulis peroleh dari
pengamatan melalui wawancara, yang akan penulis paparkan sebagai
berikut:

a. Handphone bekas yang diterima tidak sesuai dengan pesanan

Pada penjualan handphone bekas yang dipublikasikan di
dalam grup, tentu terdapat keterangan mengenai merk dan tipe
handphone yang dijual. Terkadang yang terjadi pada saat
melakukan transaksi online ada saja keluhan dari konsumen yang
menyatakan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan
pesanan yang telah dipesan sebelumnya. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Khoirunnas salah satu pembeli di grup jual beli
handphone tersebut.

Bahwa dia pernah ditipu dengan cara bahwa dia
memeasan handpnone bekas merk oppo tipe fls dengan harga
1.000.000 namun setelah barang diterima olehnya ternyata yang
datang bukanlah jenis handphone yang disepakati sebelumnya,
melainkan handpnone dengan merk yang sama akan tetapi beda

tipe yang beda yakni oppo fl biasa yang jelas merupakan tipe
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dibawah oppo fls dan harganya seharusnya lebih murah daripada
|.57

tipe handphone yang dipesan diawa

Kemudian saudara khairunnas langsung menghubungi
pihak penjual untuk melakukan komplain mengenai barang yang
diterimanya, akan tetapi sampai saat ini pihak yang bersangkutan

tidak merespon bahkan sudah memblokir semua akses yang

berhubungan dengan saudara khoirunnas.
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Raja Tega yang memiliki nama asli Syaifullah, sebagaimana tertera

pada gambar diatas, dia mengaku

> Khoirunnas, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Bahwa dia juga pernah menerima barang yang tidak sesuai
dengan pesanan. Awalnya Syaifullah memesan handphone bekas
merk oppo A5s dengan harga 1.200.000 akan tetapi setelah
melakukan beberapa tahap transaksi barang yang terima tidak
sesuai yakni Oppo Neo 7 yang seharusnya seharga 500 ribu dalam
keadaan bekas.”

Berbeda dengan yang dialami oleh saudara Khoirunnas,
Syaifullah mengatakan bahwa pihak penjual bertanggung jawab
dengan mengembalikan sebagian dana kepada Syaifullah.

b. Informasi yang diberikan penjual tidak sesuai dengan keadaan
barang.

Dalam melakukan jual beli online tentu halnya penjual
melakukan promosi dengan cara mengaplod foto dan menuliskan
caption yang berhubungan dengan keadaan dan kondisi barang
yang dijualnya. Abbas menjelaskan bahwa penjual yang hendak
menjual handphone bekas di grup yang dikelolanya hendaklah
menjual barang yang masih layak pakai dan memberikan keterngan
yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang.*®

Namun sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu
konsumen bernama Hilya Nabila, dia mengatakan

Bahwa ada penjual yang memposting handphone bekasnya
dengan caption yang menyatakan bahwa kondisi barang tidak ada
kecacatan akan tetapi pada kenyataannya setelah handphone

tersebut sudah ada di tangan pembeli, pembeli menemukan

%8 Syaifullah Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)
> Abbas Syahputra Wawancara (Pakandang, 10 November 2019)
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beberapa kecacatan pada handphone tersebut, sementara pihak
penjual menolak bertanggung jawab dengan alasan bahwa itu
bukan kesalahannya.”

Hal serupa dialami oleh bapak Rizki, beliau mengatakan

bahwa dia pernah memesan handphone xiaomi note 7,
beliau mengatakan bahwa caption yang tertulis pada gambar yang
diaplod oleh penjual mengatakan bahwa handpnone tersebut no
minus dan masih bagus. Akan tetapi saat setelah handpnone
tersebut sudah diterima dan sesaat setelah digunakan handphone
tersebut sering mengalami hang dan mati sendiri.”

Saat ditanyakan apakah beliau menuntut ganti rugi atau

tidak, beliau mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak menuntut
bahkan tidak menghubungi pihak penjual sampai saat ini.

Gambar 4.2
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Pembasmi wong Ruwett
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%0 Nabila Wawancara (Gapura, 08 November 2019)
®1 Rizki, Wawancara (Prenduan, 10 November 2019)

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Kemudian kejadian yang dialami oleh pemilik akun Pjhokz
El Gil ElI yang memiliki nama asli Abdus Salam sebagaimana
oambar yang tertera diatas, dia mengatakan

Bahwa dia juga pernah mengalami kejadian serupa dengan
Hilya Nabila dan Bapak Rizki yakni dia pernah membeli
Handphone dengan keterangan pada saat diposting menuliskan
bahwa handphone tersebut dalam keadaan masih bagus layak
pakai dan hanya cacat pemakaian saja. Akan tetapi setelah
handphone tersebut ada ditangan Abdus Salam, handphone yang
diterimanya sama sekali tidak berfungsi alias mati total.**

Sementara saat dintanyakan apakah pihak penjual
bertangguk jawab atas kerugian yang dialaminya, dia mengatakan
bahwa pihak penjual enggan bertanggung jawab dan mengakatakan
bahwa handphone tersebut saat masih ditangan penjual masih layak
pakai, dan berdalih bahwa Abdus Salam lah yang merusak
handphone tersebut.

Gambar 4.3

11:51

+62 859-6151-8829
<G 7°%

-

Sompa jivah gik begus. Ken pola bik
beknah k g pecek sala.

— =
Ya Alla pas tak percajeh . - .

Yelah, peccaknah beknah. Gun guste Alla
se ngerteh 10.53

%2 Abdus Salam, Wawancara (Prenduan, 12 November 2019)
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c. Saat melakukan Cash On Delivery (COD) pembeli tidak datang.
Tidak hanya konsumen yang pernah merasa dirugikan pada
saat transaksi jual beli handphone bekas, pasalnya ada salah satu
penjual yang merasa dirugikan akibat adanya konsumen yang tak
datang saat melakukan transaksi dengan sistem cash on delivery
(cod).
Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara inul, dia
menceritakan.

bahwa ada salah satu konsumen yang berminat terhadap
handphone yang dia jual, setelah mekaukan proses tawar
menawar, akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan transaksi
melalui sistem cash on delivery. Akan tetapi, setelah tiba pada
waktu dan tempat yang telah disepakati sebelumnya, pihak pembeli
tidak datang dan tidak bisa dihubungi.®®

Akibat adanya kejadian ini, Inul mengaku bahwa dia
mengalami kerugian akibat telah menolak beberapa peminat yang
hendak membeli handphonenya dikarenakan perjanjian yang telah
ia buat dengan konsumen yang ia ceritakan hingga mengabaikan

beberapa peminat lainnya.

% |nul, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)
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Gambar 4.4
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Kejadian serupa juga dialami oleh Ma’ruf salah satu
penjual yang menjual handphone bekasnya di grup jual beli hp
second sumenep pragaan, sebagaimana gambar yang tertera dia
mengatakan

Bahwa pernah mengalami kejadian yang sangat
merugikan, baik dana maupun tenaga. Dia pernah melakukan
transaksi dengan kesepakatan melakukan pembayaran dengan
sistem COD (Cash On Delivery) di daerah Kadur perbatasan
Sumenep- Pamekasan, terbilang jauh dari tempat tinggal Ma’ruf
vang bertempat di Blega Bangkalan, ma’ruf sendiri menyetujui
untuk melakukan Cod dikarenakan telah diimingi dengan
tambahan uang bensin oleh pembeli, akan tetapi saat tiba pada
waktu dan tempat yang telah disepakati pembeli tidak datang
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bahkan setelah ditunggu hingga 2 jam dan pembeli sama sekali
tidak bisa dihubungi hinga 3 hari setelahnya.®
Tindakan yang dilakukan anggota-anggota grup Jual Beli

Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” setelah adanya
masalah-masalah tersebut yaitu mereka menghubungi pihak yang
cedera janji. Lalu selanjutnya apabila tidak ada respon, pihak yang
dirugikan tersebut memposting foto dan screenshoot chat ke grup
Jual Beli Hp Second Sumenep ‘“Pragaan dan Sekitarnya”.
Tujuannya adalah agar orang atau pihak yang cedera janji tersebut
merasa malu. Dikarenakan pihak yang dirugikan sudah
merasakecewa.®>

Berdasarkan beberapa kejadian di atas admin grup jual beli
handphone bekas tersebut juga melakukan beberapa tindakan
apabila pihak yang sudah cedera janji tidak mempertanggung
jawabkan perbuatannya yakni dengan cara memblokir dan
mengeluarkan pihak terkait dari grup jual beli tersebut agar tidak
adalagi pihak-pihak lain yang menjadi korban.®® Pihak admin grup
Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” sampai
saat ini belum melakukan tindakan yang lebih dari tindakan yang
biasa dilakukan sebelumnya, belum ada tindakan seperti

melaporkan pihak-pihak yang bermasalah kepada pihak berwajib

% Ma’ruf, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)
% Ainul Haqqi, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)
% Abbas Syahputra, Wawancara (Pakandangan, 10 November 2019)
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dikarenakan belum mengetahui adanya peraturan perlindungan

konsumen yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Praktek Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan
kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini
terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh
produsen dan penyerahan uang oleh konsumen.®’Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli maka terjadi suatu
transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu
tangan ketangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan
bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang
bermanfaat.

Dalam proses transaksi jual beli antara produsen dan konsumen
melakukan COD (Cash on Delivery) atau bertemu secara langsung,
mayoritas konsumen hanya melihat sekilas objek yang diperjual-
belikan, setelah itu pihak konsumen memberikan sejumlah uang yang
telah disepakati antara kedua belah pihak dan transaksi berakhir.
Sehingga apabila ada kecacatan barang yang sebelumnya tidak
dijelaskan oleh produsen, konsumen/pembeli mengetahuinya setelah
sudah sampai rumah atau mereka berpisah.

Hal ini dijelaskan dalam keterangan beberapa konsumen yang

%7 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),

him. 07
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mengalami atau menjadi korban dari kecurangan jual beli handphone
bekas tersebut.Kebanyakan pelaku usaha/produsen menyembunyikan
kecacatan dari handphone bekas yang dijual dengan tujuan agar
handphone bekas yang dijual tersebut cepat laku.Beberapa produsen
tidak secara jujur menjelaskan kondisi handphone bekas yang
sebenarnya yang menjadi objek jual beli tersebut.

Dalam perjanjian yang lain, barang akan dikirim apabila
konsumen/pembeli sudah melakukan transfer uang lewat ATM.
Permasalahan yang terjadi adalah beberapa konsumen/pembeli sudah
melakukan transaksi transfer uang lewat ATM tetapi ternyata barang
yang menjadi objek jual beli tersebut tidak dikirim sesuai dengan
pesanan yang telah disepakati.

Hal ini telah dijelaskan pada konsumen Nabila yang telah
mengalami kecurangan yang dilakukan oleh produsen/penjual.Beliau
mengalami  tindakan penipuan tersebut disebabkan karena
sebelumnya beliau merasa bahwa.

produsen/penjual tersebut kelihatan ramah dan amanah.

Sehingga semua terjadi berlandaskan pada kepercayaan semata.®®

Mayoritas konsumen tidak mengetahui adanya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yang tentu saja mengatur tentang hak dan
kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Hal ini telah dijelaskan oleh beberapa responden yang telah

% Hilya Nabila, Wawancara (Gapura, 08 November 2019)
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peneliti wawancarai, mereka menjelaskan bahwa tidak mengetahui
adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sejatinya
mengatur dan melindungi pihak-pihak yang dirugikan.”

Tindakan yang dilakukan setelah adanya wanprestasi atau cedera
janji tersebut biasanya pihak yang dirugikan langsung menghubungi
pihak yang cedera janji. Setelah menghubungi pihak yang melakukan
cedera janji dan tidak mendapatkan respon maka pihak yang
dirugikan itu kesal, marah dan kecewa maka pihak tersebut
memposting foto dan screenshoot chat dari whatsapp, messenger,
ataupun sosial media lainnya ke grup Jual Beli Hp Second Sumenep
“Pragaan dan Sekitarnya” dan mengungkapkan kekesalan terhadap
pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Mayoritas mereka
melakukan tindakan tersebut untuk memberikan efek jera kepada
pihak yang wanprestasi itu. Selain itu juga, korban akan
menginformasikan kepada anggota-anggota yang lain supaya lebih
berhati-hati dengan orang tersebut apabila suatu saat berhadapan
dengan pihak yang melakukan wanprestasi/cedera janji tersebut.

. Analisis Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Media Sosial
Facebook di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan
Sekitarnya” Perspektif UU Perlindungan Konsumen.

Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangungan

manusia yang seutuhnya.Dimana seluruh rakyat berhak untuk

memperoleh kesejahteraan dan keadilan.Demi tercapainya tujuan

% Halil, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)
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tersebut, Indonesia dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi
perdagangan yang semakin terbuka, maka dari itu dituntut untuk
memiliki daya saing yang kuat. Salah satu aspeknya adalah bahwa
akan semakin meningkatnya permasalahan mengenai perlindungan
konsumen, hal ini dikarenakan adanya perkembangan yang dinamis
yang terus menerus akan terjadi di bidang ekonomi.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.”Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual
dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan
jenis barang yang diperjualbelikan, tidak adanya suatu perjanjian
tertulis yang ditandatangani antara para pihak sehingga disini hak
daripada konsumen dapat saja diciderai oleh penjual.

Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak
hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli di antaranya: ™
1. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup

keuntungan sebesar-besarnya.
2. Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya
pendidikan konsumen.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

"0 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
"LAz.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Daya Wirya, 1999),

him 23
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Perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang
kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai
upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi
segala aktifitas jual beli yang merugikan pihak konsumen.

Dalam penelitian ini, akibat banyaknya keterbatasn yang peneliti
miliki, peneliti hanya berhasil menghubungi dan melakukan
wawancara bersama pihak konsumen yang berkaitan dengan beberapa
kasus yang terjadi di grup jual beli Hp second sumenep tersebut.
Berdasarkan beberapa kasus yang peneliti peroleh dan peneliti
paparkan diatas bahwa adanya konsumen yang menerima barang
tidak sesuai dengan barang yantg dipesan diawal transaksi, juga
adanya pelaku yang menyembunyikan kecacatan handphone yang
dijual, sehingga konsumen yang telah membeli barang tersebut
merasa rugi akibat tidak sesuainnya keterangan barang yang dijual
dengan barang yang diterimanya. Juga adanya salah satu konsumen
yang melakukan cidera janji sehingga menimbulkan kerugian bagi
pihak penjual.

Dalam salah satu wawancara yang peniliti lakukan terdapat
beberapa pihak yang mengatakan bahwa adanya konsumen yang
menerima barang tidak sesuai dengan pesanan mereka. Sebagaimana
yang dikatakan oleh saudara Khoirunnas dan Syaifullah dalam
wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mereka mengatakan

“Bahwa pesanan yang diterima tidaklah sesuai dengan pesanan yang

telah disepakati diawal transaksi. Tipe handphone yang ditawarkar
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dalam postingan tidaklah sesuai dengan tipe handphone yang

diterima oleh pembeli »12

Tentunya hal ini sudah melanggar pasal yang tertera dalam
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Yakni terdapat di pasal 4 tentang hak-hak konsumen yaitu:"

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang dan/ataujasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/ataujasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yangdigunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secarapatut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikankonsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya;

72 Syaifullah, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019).
"8 pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Dari paparan mengenai isi pasal 4 uupk diatas, dapat peneliti
anakisis bahwa praktek jual beli handphone bekas di grup jual beli hp
second Sumenep ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis
pada pasal tersebut, yakni pada huruf d dan huruf g. Sebagimana yang
dikatakan oleh Khoirunnas bahwa dia tidak menerima barang sesuai
dengan pesanan dan pihak penjual tidak memberi ganti rugi bahkan
menutup semua akses yang bersangkutan dengan konsumen.

Kemudian mengenai permasalahan tentang adanya penjual yang
menyembunyikan kecacatan handphone pada konsumen, padahal
pada pasal 4 huruf c uupk telah dituliskan tentang hak-hak konsumen
yakni “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/ataujasa” akan tetapi pada kasus
tersebut pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya
diberikan pada konsumen.

Selain menjelaskan tentang hak-hak konsumen, pada undang-
undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga
dituliskan mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha. Pada pasal
7 telah dijelaskan mengenai beberapa kewajiban bagi pelaku usaha
yakni:"

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

" Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku.

e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaa, pemakaian, dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.

Dilihat dari isi pasal diatas, sudah dapat dijelaskan bahwa
memang ada ketidaksesuain yang terjadi pada praktek jual beli
handphone bekas di grup jual beli hp second sumenep dengan
peraturan yang tertulis di pasal 7, terutama pada huruf b dan huruf g.

Karena sebagaimana yang dipaparkan oleh saudari Hilya Nebila,
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bapak Rizki dan abdus Salam, mereka mengatakan

bahwa barang yang mereka terima tidak sesuai dengan caption
yang ditulis adalam keterangan foto yang diunggah, dalam hal ini
jelas penjual sudah melanggar kewajibannya karena tidak
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
barang yang didagangkan.”

Permasalahan seperti yang peneliti paparkan diatas juga berkaitan
dengan bab IV uupk tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku

3

usaha, dalam pasal 8 ayat 1 huruf f yang berbunyi “ pelaku usaha
dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa
tersebut”’°. Hal ini sudah jelas sangat berkaitan dengam maslah yang
dialami oleh Hilya Nabila, Bapak Rizki dan Abdus Salam mengingat
mereka menerima barang tang tidak sesuai dengan keterangan yang
dicantumkan oleh penjual saat mempromosikan barang dagangannya.

Mengingat maraknya pelaku usaha atau penjual yang tidak
menuliskan informansi yang benar mengenai keadaan atau kondisi
suatu barang yang dijualnya dapat dikenakan denda berupa penjara
paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 2 Milyar. Hal
ini sebagaimana tertulis dalam pasal 62 ayat 1 yang berbunyi “pelaku

usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1)

’® Hilya Nabila, Wawancara (Gapura, 08 November 2019)
"® pasal 8 ayat 1 Huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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huruf a, b, c, e ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp.
2.000.000.000,00 (dua milyar).”’

Kemudian permasalah selanjutnya mengenai adanya konsumen
atau pembeli yang cidera janji saat melakukan pembayaran dengan
sistem cash on delivery (cod), adanya konsumen yang dengan sengaja
meembeli barang pada salah satu penjual melalui sistem transaksi
cash on delivery (cod), akan tetapi pada saat waktu dan tempat yang
telah disepakati pembeli tidak datang bahkan tidak mengkorfimasi
sebab keabsenannya pada penjual dan memblokir semua akses bagi
penjual untuk menghubunginya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh
mas Inul dan Ma’ruf pada saat wawancara bersama peneliti.

Saya sudah mengabaikan beberapa pembeli yang hendak
membeli handphone bekas saya dikarenakan sudah menyepakati
transaski dengan saudara yang bersangkutan melalaui sistem cod,
akan tetapi dengan teganya dia menginkari kesepakatan yang sudah
disepakati bersama dan membuat saya rugi karena handphone bekas
saya kehilangan peminatnya.’

Hal tersebut kemudian ditimpali oleh wawancara dengan saudara
Ma’ruf

Selain rugi materi, saya juga rugi tenaga. Saya sudah jauh-jauh
dari dari Blega ke Kadur dengan harapah bahwa handphone bekas
saya akan laku, tetapi ternyata saya ditipu.”

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang

" Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
’® Inul, Wawancara (Prenduan, 10 November 2019)
® Ma’ruf, Wawancara (Prenduan, 10 November 2019)
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harus dijalankannya, sebagaimana tertulis pada pasal 5 yakni®:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan.

b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan
atau jasa

c. Membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Pada ayat-ayat yang tertera diatas, tertuli pada huruf b bahwa
konsumen wajib memiliki iktikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan/atau jasa. Akan tetapi, seperti yang dikatakan
oleh saudara Inul, bahwa salah satu konsumen di grup jul beli hp
second Sumenep sama sekali tidak memiliki iktikad baik dalam
melakukan transaksi pembelian di grup jual beli tersebut. Tentunya
hal ini sudah tidaksesuai dengan kewajiban konsumen tang tertera
pada pasal 5 huruf b undang-undang perlindungan konsumen.

Disamping itu, selain menganalisis melalui undang-undang
perlindungan konsumen, disini peneliti juga akan sedikit menganalisa
praktek jual beli handphone bekas di media sosial facebook grup jual
beli hp second Sumenep ‘“Pragaan dan sekitarnya” berdasarkan

undamg-undamg informasi dan transaksi elektronik.

8 pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik adalah
ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan
hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang
berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum
Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa
transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media
elektronik lainnya”. Kehadiran UU No.11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan memberikan manfaat,
beberapa diantaranya:

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan
transaksi secaraelektronik;

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia;

3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan
berbasis teknologiinformasi;

4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan
teknologi informasi.

Dalam penelitian ini, sebagaimana masalah yang dialami oleh
beberapa konsumen yang mengatakan bahwa mereka tidak
menerima barang sesuai dengan pesanan dan pihak penjual tidak
memberi ganti rugi bahkan menutup semua akses yang bersangkutan

dengan konsumen. Juga adanya pelaku usaha atau penjual yang tidak
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jujur dalam meberikan keterangan atas foto yang diunggah sehingga
konsumen merasa rugi akibat telah membeli handphone yang
kondisinya cacat tidak sesuai dengan caption yang tertera pada saat
diunggah.

Dari beberapa masalah tersebut jelas hal itu telah melanggar
peraturan yang tertera dalam uu informasi dan transaksi elektronik,
seperti yang terttulis pada pasal Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaksi Elektronik”.

Ancaman pidana dari pasal tersebut sebagaimana yang terdapat
dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah “Setiap orang yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah). Untuk pembuktiannya aparat penegak hukum dapat
menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai
perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE yakni:

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku
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dilndonesia
Di Indonesia, UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal
khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE
saat ini bersifat general/lumum dengan titik berat perbuatan
“penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian”
yang diakibatkan perbuatan tersebut. Tujuan rumusan Pasal 28 ayat
(1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan
terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen.®
3. Analisis Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Media Sosial
Facebook di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan
Sekitarnya” Perspektif Figh Muamalah.

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum dasar
yang jelas, baik dari al-Qur“an, as-Sunnah dan telah menjadi ijma"
ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar
muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan
kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.®”Hukum asal
dari jual beli yaitu boleh (mubah).**Para ulama dan seluruh umat Islam
sepakat tentang dibolkehkannya jual beli, karena hal ini sangat
dibutuhkan oleh manusia.

Jual beli menurut Imam Syafi’i adalah suatu akad yang

81 Arrianto Mukti Wibowo dkk., Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce,
dalam http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.htmldi akses tanggal
5 September 2019

82 |mam Mustofa, Figh Muamalah Kotemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),
him.22

8 Abdul Rahman Ghazali, dkk., Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),
him. 70
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mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk
memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu
selamanya.®*Fikih melihat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat
manfaat yang besar bagi para pelaku usaha dan bagi konsumen, atau
bagi semua orang yang terlibat dalam suatu aktifitas jual beli tersebut.
Jual beli yang baik adalah jual beli yang di dalamnya terdapat:

1. Kejujuran.

2. Tidak adaketerpaksaan.

3. Tidak ada unsurspekulasi/penipuan.

4. Tidak ada kemudharatan bagi kedua belahpihak.

Dalam proses jual beli handphone bekas di grup jual beli hp second
Sumenep (Pragaan dan sekitarnya) berdasarkan hasil penelitian yang
peneliti paparkan diatas bahwa terdapat beberapa masalah yang dialami
oleh konsumen dalam pembelian yang dilakukan. Proses jual beli yang
dilakukan dalam grup jual beli ini tidak sesuai dengan hukum Islam
berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum
terpenuhi yaitu barang yang dijual tidak diketahui kualitasnya dengan
benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Abdus Salam bahwa

Saya membeli handphone bekas yang pada saat handphone itu di
posting/ditawarkan penjual mengatakan bahwa handphone tersebut masih

dalam keadaan bagus, akan tetapi setelah saya membeli dan menerima hp

8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 177
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tersebut, ternyata hp tersebut dalam keadaan mati total.®®

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Abdus Salam diatas
tentu hal ini merupakan jual beli yang fasid dikarenakan terdapat hal yang
menghalangi kebasahan jual beli. Sebagaimana diketahui bahwa hal-hal
yang menghalangi keabsahan jual beli ada 3 yakni:

1. Bai" al-Ma“dum (barang tidakalda).86
Para ulama’ sepakat bahwa jual beli ini seperti jual beli janin yang ada
dalam perut induknya dan jual beli buah yang masih ada di pohonnya.
2. Bai"al—Ma"juzalltaslirn(jualbeliyang‘[idakdap'cltdiserahkan).87
Seperti jual beli ikan yang masih di laut dan burung yang masih di
udara.
3. Bai* al-Gharar®
Yaitu jual belli yang mengandung tipu daya, merugikan salah satu
pihak, karena barang yang dijual belikan tidak dapat dipastikan
adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlahnya atau ukurannya, atau
tidak dapat diserah terimakan.

Dalam jual beli yang dialami oleh saudara Abdus Salam, Hilya
Nabila dan bapak Rizki tentu hal ini berkaitan dengan hal-hal yang
menghalangi proses jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah, karena
jual beli yang dilakukan merupakan jual beli Bai’ al-Gharar dikarenakan

penjual menyembuntikan kecacatan handphone yang dijualnya.

8 Wawancara Abdus Salams

8 Misyuraidah, Figh, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), him. 303
87 Misyuraidah, Figh, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), him. 303
88 Misyuraidah, Figh, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), him. 303
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Dalam hukum Islam terdapat hak khiyar yaitu adalah hak atau
pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. * yang
dikarenakan adanya cacat pada barang yang dijual. Tujuan diadakannya
khiyar yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.Akan tetapi pihak
penjual tidak memenuhi hak khiyar pembeli, bahkan pihak penjual
memberi alasan bahwa bukan mereka yang merusak handphone
tersebut, melaikan kesalahan terletak pada pembeli. Sebagaimana yang
dikatakan saudari Hilya Nabila

Bahwa pihak penjual menolak bertanggung jawab dan
mengatakan bahwa saat masig ditangannya handphone tersebut masih
dalam keadaan bagus, dan menyalahkan pembeli atas kerusakan
handphone yang jelas-jelas baru diterimanya.*

Kasus lainnya seperti yang dialami oleh saudara Syaifullah dan
saudara Khoirunnas. Bahwa meereka berdua telah melakukan pembelian di
grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan sekitarnya”, akan tetapi
handphone yang mereka terima tidaklah sesuai dengan handphone yang
telah disepakati pada proses transaksi. Sebagaimana wawancara yang telah
dikartakan oleh saudara Khoirunnas

Bahwa dia pernah ditipu dengan cara bahwa dia memeasan
handpnone bekas merk oppo tipe fls dengan harga 1.000.000 namun

setelah barang diterima olehnya ternyata yang datang bukanlah jenis

8 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 99
%Hilya Nabila, Wawancara (Gapura, 08 November 2019)
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handphone yang disepakati sebelumnya, melainkan handpnone dengan
merk yang sama akan tetapi beda tipe yang beda yakni oppo f1 biasa yang
jelas merupakan tipe dibawah oppo fls dan harganya seharusnya lebih
murah daripada tipe handphone yang dipesan diawal.™

Kejadian yang dialami oleh saudara Khoirunnas dan Syaifullah ini
jelas merupakan jual beli penipuan atau bisa disebut juga Gharar. Karena
Secara umum ruang cakupan gharar ini sangat luas, meliputi sebagai
berikut:*

a. Ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada
waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum
ketikaakad berlangsung, seperti menjual janin dalam
kandunganinduknya

b. Menjual barang yang tidak berada dibawah kekuasaannya
seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang
yang dijual belum diterima dan masih berada di penjual
sebelumnya. hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang
itu mengalami perubahan atau kerusakan.

c. tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis
benda yang dijual. barang dagangan dan pembayarannya kabur
(tidakjelas).

d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang

dijual.

%1 Khoirunnas, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)
%2 Havis Aravik, Ekonomi Islam, (Malang: Empat Dua, 2016), him.68.



e. Tidak tegas jumlahharganya.

f. tidak tegas waktu penyerahanbarangnya.

0. tidak adanya ketegasan bentuktransaksinya.

h. tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang
dijual dengan kualitas berbeda dengan harga sama dalam

transaksi. Penjual tidak tegas objek yang akan dijual.

I. Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuainnya dengan yang
ditentukan dalamtransaksi.

Dari cakupan Gharar diatas, hal yang dialami oleh saudara
Khoirunnas dan Syaifulla termasuk dalam poin ‘i’. Karena terdapat
ketidak sesuaian barang diterima dengan ketentuan pada saat transaksi.

Jual beli yang merugikan sangat jelas dilarang dalam agama
Islam karena mengandung unsur Kketidakjelasan serta membawa
ketidakmanfaatan. Agar jual beli bersifat jelas dan dianggap sah
menurut syara’ maka secara global akad jual beli harus terhindar dari
enam macam ‘aib yang diantaranya adalah sebagaiberikut:

1. Ketidaktahuan(Jahalah)

2. Pemaksaan(Al-lkrah)

3. Pembatasan dengan waktu(At-Taugit)
4. Ketidakjelasan(Gharar)

5. Kemudharatan(Dharar)

6. Syarat-syarat yangmerusak.
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No Pihak-Pihak Kasus Ganti Rugi
1 Khoirunnas Barang tidak sesuai Tidak dapat
2 Hilya Nabila Barang rusak Tidak dapat
3 Syaifullah Barang tidak sesuai Dapat
4 Rizki Barang rusak Tidak dapat
5 Abdus Salam Barang rusak Tidak dapat
6 Ma’ruf Cod tidak datang Tidak dapat
7 Inul Cod tidak datang Tidak dapat

yang terjadi di grup jual beli hp second Sumenep (Pragaan dan
sekitarnya) masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, baik dalam peraturan yang tertera dalam undang-undang

perlindungan konsumen maupun dalam syarat dan rukun-rukun jual beli

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa jual beli

karena jual beli tersebut masih mengandung unsur ghoror.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya,
maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif
undang-undang perlindungan konsumen di grup jual beli hp second
Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” belum sesuai dengan peraturan
yang tertera dalam undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha
yakni pada tahun 2019 terdapat 6 pelaku usaha yang belum memenubhi
kewajibannya untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai keadaan suatu barang pada konsumen, juga kewajiban untuk
memberi kompensasi apabila barang yang diterima konsumen tidak
sesuai dengan perjanjian. Begitu pula hak-hak konsumen yang belum
terpenuhi akan haknya untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan
informasi yang benar, jujur dan jelas atas keadaan suatu barang dan
mendapat kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai
dengan pesanan. Hak-hak konsumen tersebut terdapat dalam pasal 4
huruf ¢ dan h dan kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 7 huruf b
dan g undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen.
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2. Praktek jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif
figh muamalah (di grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan
Sekitarnya” dalam tinjauan figh muamalah tidak sesuai dengan
ketentuan syarat dan rukun-rukun jual beli dikarenakan belum
memenuhi hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya
unsur ketidakjelasan (gharar) dan tidak adanya hak khiyar yang
diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu adalah Khiyar ‘Aib. Khiyar
‘aib adalah bentuk khiyar untuk meneruskan atau membatalkan jual
beli dikarenakan adanya cacat barang yang dibeli.

B. Saran-Saran

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai
macam sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup
kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang
disampaikan. Oleh karena itu, penulis berharap jika nanti ditemukan
kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini dapat disampaikan dengan baik
supaya dapat direvisi sebagaimanamestinya.

Penulis juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian
berikutnya terkait praktik jual beli pakaian bekas di sosial media facebook
sehingga khasanah ilmu pengetahuan bisa lebih bertambah.

Berdasarkan uraian diatas maka timbul beberapa saran yang
peneliti rekomendasikan kepada pihak yang bersangkutan:

1. Kepada Admin grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan

Sekitarnya” agar lebih tegas dalam menangani kasus yang terjadi di
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grup jual beli tersebut, juga agar menindak lanjuti apabila ada kasus
penipuan seperti sebelumnya.

Kepada anggota grup agar lebih bijak untuk menggunakan fitur grup
agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang kembali
dirugikan.

Kepada penjual dan konsumen hendaknya lebih memahami hak-hak
dan kewajiban serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana
yang telah diatur baik dalam syariat Islam maupun dalam undang-

undang yang bersangkutan.
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Pedoman Wawawacara

Narasumber: Abbas Syahputra dan Ahmad Khomaidi selaku Admin di Grup Jual Beli HP

Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”.

1.
2.
3.

© o N o

Apa yang mendasari anda membentuk grup tersebut?

Bagaimana peraturan yang ada dalam grup tersebut?

Apa sanksi yang diberikan apabila ada anggota grup yang melanggar peraturan yang
ada?

Bagaimana cara memberi efek jera pada anggota grup yang melanggar peraturan?
Apa anda selaku admin dalam grup ini mengetahui bahwa ada peraturan yang
melindungi konsumen juga pelaku usaha?

Apa banyak anggota di grup ini yang melanggar peraturan?

Adakah anggota grup ini yang terlibat dalam kasus penipuan?

Apa tindakan yang dilakukan untuk anggota yang melanggar tersebut?

Apa harapan anda untuk grup tersebut kedepannya?

Narasumber: Ainul Haqqi, Halil, Khoirunnas, Syaifullah, Ma’ruf, Inul, Rizki, Hilya Nabila,

Abdus Salam, selaku anggota grup.

1.

Bagaimana kebijakan yang ada pada grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan
sekitarnya”?

Bagaimana praktek jual beli hp second di grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan
dan sekitarnya”?

Bentuk transaski apa saja yang dapat dilakukan?

Bentuk kecurangan apa saja yang terjadi di grup jual beli hp second Sumenep
“Pragaan dan sekitarnya”?

Salin pihak konsumen yang dicurangi, apakah ada penjual yang dicurangi?

Tindakan apa yang dilakukan anggota grup/admin grup apabila ada kecurangan
seperti itu?

Apa tindakan seperti itu bisa membuat efek jera pada pelaku?

Apa anda tahu jika hal seperti itu bertentangan dengan dengan syariat Islam?
Apakah anda mengetaahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang

perlindungan konsumen?

10. Menurut anda hak dan kewajiban konsumen itu sepert apa?

11. Menurut anda hak dan kewajiban penjual itu seperti apa?



12. Menurut anda apa penanganan yang layak dilakuakn agar kejadian seperti itu tidak
terjadi lagi?

DOKUMENTASI

Foto Bersama admin grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”.
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: Sri Ana Wahyuni
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NIM
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Jurusan

Nama Orang Tua
Alamat Rumah
Alamat Di Malang
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Email

Pendidikan Formal

: 16220054

: 2016

: Hukum Ekonomi Syariah

: Safari dan Samiyah

: JI. Embong anyar, Ds Mrandung, Kec Klampis, Kab Bangkalan.
:JI. Joyo Mulyo, Gang 3 B, No 17.

: 085257999350
: srianaway@gmail.com

: SDN 1 Mrandung 2003 — 2008

SMPN 1 Klampis 2008 — 2011
PP TMI al- Amin Prenduan 2011- 2015

UIN Maulana Malik lbrahim Malang 2016 - 2020

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



